BAB V

PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka
dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan BPOM dalam mengeluarkan izin
edar untuk keempat produk mie instan asal Korea yang ternyata mengandung babi,
dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  perbuatan  melawan  hukum
(onrechtmatigedaad). Karena perbuatan yang dilakukan BPOM tidak sesuali
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Tepatnya, BPOM telah
melalaikan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3)
Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 dalam melakukan validasi dan verifikasi
dokumen-dokumen penunjang yang telah diinput oleh pendaftar ketika

pendaftaran.

Selanjutnya, mengingat BPOM merupakan sebuah lembaga pemerintah non
kementerian. Artinya BPOM hadir untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam
hal pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian maka perbuatan melawan
hukum yang dilakukan BPOM dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPOM, maka sesuai
pembahasan sebelumnya, terdapat tiga pihak dan tiga upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh masyarakat. Pertama, pihak yang dapat melakukan upaya hukum
adalah orang perorangan yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan
hukum BPOM. Orang perorangan tersebut dapat melakukan upaya gugatan
perbuatan melawan hukum kepada BPOM atas perbuatannya yang melalaikan
kewajibannya yang sudah diatur jelas dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3)
Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017. Kedua, pihak yang dapat melakukan

upaya hukum lainnya adalah sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat
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perbuatan melawan hukum yang dilakukan BPOM. Sekelompok orang yang
dirugikan tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan class action yang
tentunya sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
dan Hukum Acara Perdata lainnya yang berlaku. Ketiga, pihak lainnya yang dapat
melakukan upaya hukum adalah pihak yang bukan merupakan korban. Pihak
tersebut dapat melakukan upaya hukum gugatan citizen lawsuit. Akan tetapi,
karena pihak tersebut bukanlah korban, maka ia tidak dapat meminta ganti rugi
kepada negara. Karena ciri khas dari gugatan citizen lawsuit adalah meminta pada
bagian petitum agar negara tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari.
Tetapi perlu diingat masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia mengenai

persoalan gugatan citizen lawsuit.

Atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, maka terdapat ganti rugi
yang bisa didapatkan oleh pihak-pihak tersebut. Untuk upaya gugatan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan dan gugatan class action
yang dilakukan sekelompok orang banyak, maka ganti rugi yang dapat dimintakan
adalah ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, termasuk ganti rugi
material dan imaterial. Untuk ganti rugi atas gugatan citizen lawsuit yang dilakukan
oleh pihak yang diluar korban, maka pada bagian petitum dapat diminta agar
pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar di masa yang akan datang

tidak akan lagi mengulangi hal tersebut.

. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran yang sudah dilakukan pada penelitian ini,
maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pihak. Pertama,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diharapkan untuk bertindak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam hal melakukan penerbitan izin
edar, seharusnya BPOM lebih teliti dan benar-benar dalam melakukan pengecekan
untuk setiap tahapannya, sehingga izin edar yang diberikan untuk pangan olahan

menunjukan bahwa pangan olahan tersebut sudah aman untuk dikonsumi, terjamin
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mutu dan gizi nya. Karena pemerintah membentuk BPOM untuk dapat memberikan
rasa aman kepada masyarakat dalam membeli ataupun mengkonsumsi makanan
dan obat-obatan, khususnya makanan olahan. Diharapkan agar BPOM tidak
mengulangi kesalahan ini untuk di kemudian hari, agar tidak ada pihak lain yang
dirugikan.

Kedua, kepada Masyarakat. Untuk masyarakat atau para pembeli diharapkan lebih
hati-hati dalam membeli produk pangan olahan. Misalnya lebih teliti sebelum
membeli produk pangan olahan dengan meneliti lebih jauh kejelasan perizinan
produsen, distributor dan produk nya. Selanjutnya, pembeli diharapkan lebih
berhati-hati dalam membeli produk-produk yang diproduksi dari luar negeri,
terutama oleh negara-negara yang mayoritas mengkonsumsi makanan yang
mengandung kandungan babi. Oleh sebab itu, lebih disarankan untuk membeli
produk dalam negeri yang sudah terjamin dan tentunya sudah jelas mengenai bahan

dasar produksinya.

Ketiga, kepada pihak pembuat peraturan perundang-undangan. Mengingat masih
terjadi kekosongan hukum untuk upaya gugatan citizen lawsuit, diharapkan pihak
yang berwenang dalam penerbitan peraturan perundang-undangan dapat
menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum untuk upaya gugatan
citizen lawsuit. Karena saat ini untuk upaya gugatan citizen lawsuit hanya
menggunakan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST sebagai dasar dalam

mengajukan gugatan citizen lawsuit.

Keempat, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengingat bahwa
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Perlu diapresiasi bahwa Perma ini
diterbitkan guna memberikan kepastian dalam penyelesaian perkara onrechtmatige

overheidsdaad, misalnya peradilan mana yang berwenang dalam mengadili
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gugatan  perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
Overheidsdaad). Tetapi perlu dikritisi mengenai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1)
Perma No.2 Tahun 2019 yaitu mengenai batasan pengajuan gugatan hanya dapat
diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Karena perlu diketahui
suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan kerugian yang baru
dirasakan ketika sudah lebih dari 90 hari sejak perbuatan tersebut dilakukan.
Terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan BPOM.
Sehingga berdasarkan penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung dapat

merubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut.
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